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.  UMUM

Seiring dengan meningkatnya arus modal masuk, kondisi likuiditas valuta
asing perbankan mengalami peningkatan menjadi lebih tinggi dibandingkan pada
saat periode terjadinya gejolak ekonomi global tahun 2008. Hal ini tercermin
pada posisi aset Bank dalam valuta asing yang jauh melebihi posisi di tahun
2008. Selain itu, aktivitas transaks di pasar valuta asing juga meningkat menuju
level sebelum periode gejolak ekonomi global tahun 2008.

Arus modal masuk tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan
permintaannya yang relatif stabil sehingga menyebabkan nilai tukar rupiah
cenderung terapresiasi. Kondis ini dapat mengurangi daya saing ekspor non
migas Indonesia. Terlebih lagi, arus modal masuk yang besar tersebut lebih
bersifat jangka pendek di instrumen pasar keuangan Indonesia. Hal ini sgjalan
dengan membaiknya kinerja ekonomi makro Indonesia dan tingginya imbal hasi
instrumen keuangan dibandingkan dengan negara emerging market lainnya. Arus
modal jangka pendek tersebut bersifat fluktuatif dan berpotensi menimbulkan
arus modal keluar dalam jumlah besar di kemudian hari apabila investor asing
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mengubah minatnya dan menarik kembali investasinya di instrumen keuangan
domestik. Kondisi ini dapat menyebabkan gejolak nilai tukar rupiah.

Oleh karena itu, peningkatan likuiditas valuta asing harus disertai dengan
penguatan manaemen likuiditas valuta asing oleh Bank untuk memenunhi
kebutuhan penarikan Dana Pihak Ketiga dalam valuta asing dan untuk
mengantisipasi permintaan valuta asing lainnya yang tinggi khususnya dalam
periode krisis. Selain itu, Bank Indonesia juga perlu memperkuat pengelolaan
arus modal asing mengingat karakteristik modal asing terutama dalam bentuk
investasi portofolio yang cenderung fluktuatif. Hal ini sgalan dengan upaya
Bank Indonesia dalam meminimalkan volatilitas nilai tukar rupiah.

Pada saat krisis finansial global tahun 2008 Bank Indonesia menurunkan
kewgiiban GWM dalam vauta asing untuk mengurangi keketatan likuiditas
valuta asing. Kebijakan tersebut menjadikan GWM dalam valuta asing di
Indonesia dipandang terlalu rendah bahkan terendah dalam sgjarah maupun
dibandingkan dengan negara kawasan serta negara dalam peringkat investasi
yang sama (peer group-nya). Kewgjiban GWM dalam valuta asing yang rendah
ini tidak dapat menjadi sumber pasokan ketika terjadi gejolak nilai tukar yang
tgjam khususnya di masa krisis. Oleh karena itu, Bank Indonesia perlu
meningkatkan kewgjiban GWM dalam vauta asing untuk mendukung upaya
pengelolaan arus modal asing oleh Bank Indonesia dan penguatan manajemen
likuiditas valuta asing oleh Bank.

Sgjadlan dengan hal tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kondisi
perekonomian, kondisi likuiditas perbankan dewasa ini, dan arah kebijakan Bank
Indonesia, dipandang perlu untuk mengubah ketentuan mengenai giro wajib

mini mum.
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Il.  PASAL DEMI PASAL
Pasal |
Angkal
Pasal 4

Ayat (1)
Contoh perhitungan GWM dalam valuta asing:
Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam valuta asing
dalam masa laporan sgjak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15
bulan Juni sebesar USD100.000.000,00 (seratus juta US
dollar).
GWM dalam valuta asing harian untuk masa laporan sgak
tanggal 24 sampa dengan tanggal akhir bulan Juni adalah
sebesar :
8% x USD100.000.000,00 = USD8.000.000,00 (delapan juta
USdoallar).

Ayat (2)
Huruf a

Contoh perhitungan:
Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam valuta
asing dalam masa laporan segjak tanggal 16 sampai dengan
tanggal 23 bulan Februari sebesar USD100.000.000,00
(seratus juta US dollar).
GWM dalam valuta asing harian untuk masa |aporan segjak
tanggal 1 sampal dengan tanggal 7 Maret adalah sebesar :
5% x USD100.000.000,00 = USD5.000.000,00 (lima juta
USdoallar).

Hurufb ...
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Angka 2

Huruf b
Contoh perhitungan:
Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam valuta
asing dalam masa laporan segjak tanggal 16 sampai dengan
tanggal 23 bulan Mei sebesar USD100.000.000,00 (seratus
jutaUSdollar).
GWM dalam valuta asing harian untuk masa |aporan segjak
tanggal 1 sampal dengan tanggal 7 Juni adalah sebesar :
8% x USD100.000.000,00 = USD8.000.000,00 (delapan
jutaUSdollar).

Pasal 18

Ayat (1)

Contoh perhitungan sanksi:

Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam
masa laporan sgak tanggal 8 sampai dengan tangga 15
bulan  November sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima
puluh lima triliun rupiah), LDR Bank posisi akhir masa laporan
tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 November sebesar 105%
(seratus lima persen) dan KPMM Bank posisi akhir bulan Juni
sebesar 12% (dua belas persen).

GWM dalam rupiah harian Bank A yang wajib dipenuhi untuk
masa laporan sgjak tanggal 24 sampa dengan tanggal akhir
bulan November adalah sebesar:
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a GWM Primer dalam rupiah sebesar 8% (delapan persen)
dari DPK dalam rupiah, yaitu sebesar
Rp4.400.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus miliar
rupiah);

b. GWM Sekunder dalam rupiah sebesar 2,5% (dua koma
lima persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar
Rp1.375.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh
lima miliar rupiah); dan

c. GWM LDR daam rupiah sebesar 1% (satu persen) dari
DPK dalam rupiah, yaitu sebesar Rp550.000.000.000,00
(lima ratus lima puluh miliar rupiah), sesuai contoh
perhitungan penjelasan Pasal 11 huruf c.

GWM Primer dalam rupiah dan GWM LDR dalam rupiah

sebesar 9% (sembilan persen) dari DPK dalam rupiah yaitu

sebesar Rp4.950.000.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus
lima puluh miliar rupiah) wajib dipenuhi dalam bentuk saldo

Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.

Sedangkan GWM Sekunder sebesar 2,5% dari DPK dalam

rupiah yaitu sebesar Rp1.375.000.000.000,00 (satu triliun tiga

ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) wajib dipenuhi dalam
bentuk SBI, SUN, SBSN, dan/atau Excess Reserve.

Contoh 1:

Pada tanggal 24 November, saldo Rekening Giro Rupiah Bank

A pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp4.500.000.000.000,00

(empat triliun lima ratus miliar rupiah) dan Bank A memiliki

SBI, SUN, dan SBSN sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu

triliun limaratus miliar rupiah) sehingga terdapat kekurangan
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pemenuhan GWM Primer dan GWM LDR sebesar

Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah).

Kekurangan GWM Primer dan GWM LDR tidak dapat

dipenuhi dari kelebihan GWM Sekunder.

Suku Bunga JIBOR dalam rupiah pada tanggal 24 November

adalah sebesar 6% (enam persen).

Perhitungan sanksi kewagjiban membayar atas pelanggaran

GWM dalam rupiah untuk Bank A pada tanggal 24 November

adalah sebagai berikut:

Kekurangan GWM dalam rupiah x 125% x suku bunga JIBOR
dalam rupiah x hari kerja

360
yaitu
Rp450.000.000.000,00 x 125% x 6% x 1
360
Selain itu pada tanggad 24 November Bank A tidak
memperoleh jasa giro karena tidak dapat memenuhi seluruh

kewgjiban GWM daam rupiah (kekurangan saldo Rekening
Giro Rupiah untuk pemenuhan GWM Primer dan GWM LDR).
Contoh 2:

Pada tanggal 24 November, saldo Rekening Giro Rupiah Bank
A pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp5.100.000.000.000,00
(lima triliun seratus miliar rupiah) dan Bank A memiliki SBI,
SUN, dan SBSN sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun
rupiah) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM
Sekunder dalam rupiah sebesar Rp375.000.000.000,00 (tiga
ratus tujuh puluh lima miliar rupiah).
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Bank A memiliki Excess Reserve sebesar
Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) yang
dapat digunakan untuk pemenuhan kekurangan GWM
Sekunder dalam rupiah, sehingga Bank masih kekurangan
untuk pemenuhan GWM Sekunder sebesar :
Rp375.000.000.000,00 - Rp150.000.000.000,00
Rp225.000.000.000,00
Suku Bunga JIBOR dalam rupiah pada tanggal 24 November
adalah sebesar 6% (enam persen).
Perhitungan sanksi kewagjiban membayar atas pelanggaran
GWM daam rupiah untuk Bank A pada tanggal 24 November
adalah sebagai berikut:
Kekurangan GWM dalam rupiah x 125% x suku bunga JIBOR
dalam rupiah x hari kerja

360
yaitu
Rp225.000.000.000,00 x 125% x 6% x 1

360
Selain itu pada tanggad 24 November Bank A tidak
memperoleh jasa giro karena tidak dapat memenuhi seluruh
kewgjiban GWM dalam rupiah (kekurangan SBI, SUN, SBSN
dan/atau Excess Reserve untuk memenuhi kewajiban GWM
Sekunder).
Contoh 3:
Pada tanggal 24 November, saldo Rekening Giro Rupiah Bank
A pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp4.500.000.000.000,00
(empat triliun lima ratus miliar rupiah) dan Bank A memiliki
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SBI, SUN, dan SBSN sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu
triliun rupiah) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM
dalam rupiah sebesar Rp825.000.000.000,00 (delapan ratus
dua puluh lima miliar rupiah) yaitu terdiri dari kekurangan
pemenuhan GWM Primer dalam rupiah dan GWM LDR dalam
rupiah sebesar Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh
miliar rupiah) dan kekurangan pemenuhan GWM Sekunder
dalam rupiah sebesar Rp375.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh
puluh lima miliar rupiah).
Suku Bunga JIBOR dalam rupiah pada tanggal 24 November
adalah sebesar 6% (enam persen).
Perhitungan sanksi kewagjiban membayar atas pelanggaran
GWM dalam rupiah untuk Bank A pada tanggal 24 November
adalah sebagai berikut:
Kekurangan GWM dalam rupiah x 125% x suku bunga JIBOR
dalam rupiah x hari kerja

360
yaitu
Rp825.000.000.000,00 x 125% x 6% x 1

360
Selain itu pada tanggad 24 November Bank A tidak
memperoleh jasa giro karena tidak dapat memenuhi kewajiban
GWM dalam rupiah (kekurangan saldo Rekening Giro Rupiah
untuk pemenuhan kewagjiban GWM Primer dan GWM LDR
serta kekurangan SBI, SUN, SBSN dan/atau Excess Reserve

untuk memenuhi kewajiban GWM Sekundey).

Avyat (2) ...
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Ayat (2)
Contoh perhitungan:
Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam valuta asing
dalam masa laporan sgjak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15
bulan Juni sebesar USD100.000.000,00 (seratus juta US
dollar).
GWM dalam valuta asing harian untuk masa laporan sgak
tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Juni adalah
sebesar:
8% x USD100.000.000,00 = USD8.000.000,00 (delapan juta
USdoallar).
Saldo Rekening Giro Vauta asing Bank A pada Bank
Indonesia pada tangga 24 Juni adalah  sebesar
USD7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu US dollar)
sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM  sebesar
USD100.000,00 (seratus ribu US dollar).
Perhitungan sanksi kewagjiban membayar atas pelanggaran
GWM dalam valuta asing untuk Bank A pada tangga 24 Juni
adalah sebagai berikut:
0,04% x (USD8.000.000,00 — USD7.900.000,00) = USD40,00
(empat puluh US dollar).

Ayat (3)
Y ang dimaksud dengan kurs tengah adalah kurs jual ditambah
dengan kurs beli dibagi dua.
Dengan sanksi kewajiban membayar sebesar USD40,00 (empat
pulun US dollar) sebagaimana contoh perhitungan pada

penjelasan ...
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penjelasan ayat (2) dan asums kurs tengah Bank Indonesia
pada hari terjadinya pelanggaran adalah Rp9.000,00/USD
(sembilan ribu rupiah per US dollar), maka sanks kewajiban
membayar yang harus dibayarkan adalah sebesar:

40 x Rp9.000,00 = Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu
rupiah).

Ayat (4)

Kelonggaran pemenuhan GWM dalam rupiah bagi Bank yang
mendapatkan insentif dalam rangka  konsolidasi
perbankan diperuntukkan bagi pemenuhan GWM Primer
dalam rupiah yang sesuai ketentuan saat ini menjadi paling
kurang sebesar 7% (tujuh persen) dari DPK dalam rupiah.

Cukup jelas.
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